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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan . . .



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Menetapkan :

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutkan
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah;

. Akuntansi adalah  proses identifikasi, pencatatan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep

dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan pedoman bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat

SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

10. Pernyataan . . .



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan
tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan  praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan
serta operasi keuangan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja transfer, surplus/defisit- LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode Akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

20. Laporan . . .



20.

21.

22.

23.

24.

25.

(1)

(2)

(3)

(4)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas
satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintah pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit Pemerintah adalah pengguna anggaran/pengguna
barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah.

Pasal 2
Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi
berbasis akrual.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.
Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP tentang :
a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi
dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi
dalam SAP.

(5) Kebijakan . . .



(5) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(6) Kebijakan Akuntansi akun/rekening standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran
IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Tahunan paling rendah terdiri atas :

LRA;

LPSAL;

Neraca;

LO;

LAK;

LPE; dan
g. CalK.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun
Laporan Keuangan Tahunan paling rendah terdiri atas :

LRA;

LO;

LPE;

Neraca; dan

CalK.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan Daerah PPKD selaku BUD wajib menyusun
Laporan Keuangan paling rendah terdiri atas :

a. LRA;
b. LO;

Neraca;

LAK;

LPSAL;

LPE; dan

CaLK.

m o a0 o

0 TP

@™o oo

BABII. ..



BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka :

a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah;

b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan

c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor
20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 15 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 830

Salinan sesuai glengan aslinya




